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BAB I 
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dari seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan juga digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi kinerja akan efektivitas, dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta  membantu menentukan ketaatanya terhadap peraturan perundang – undangan.
Peraturan perundang – undangan merupakan upaya kongkrit yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas dan trasparansi dilingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelolalaan keuangan Negara menyapaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Negara sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Standar Akuntansi Pemerintahan telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah  No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual ini menjadi dasar bagi semua entitas pelaporan dalam menyajikan laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban kepada berbagai pihak khususnya pada di luar eksekutif. 

Laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran, laporan keuangan, dan CaLK. Laporan Pelaksanaan Anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Laporan Keuangan terdiri dari Neraca,Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas. Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang terperinci atau menjelaskan lebih lanjut atas  pos – pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan keuangan dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan keuangan.
Salah satu laporan keuangan pemerintah berbasis cash yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berisi tentang informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan anggaran (APBN). 
Pengukuran kinerja sangatlah penting untuk mengukur tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,tujuan, visi dan misi yang tertuang dalam perencanaan strategi suatu entitas atas ketercapainya target –target yang telah disepakati. 
Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit-LRA, dan Pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. 
Pada tahun 2016 Negara Republik Indonesia mengalami defisit anggaran, yang artinya dimana pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Akibat dari defisit anggaran tersebut maka presiden Jokowi Widodo melalui Manteri Keuangan Sri Mulyani mengambil kebijakan dengan di berlakukan pemotongan anggaran belanja di seluruh instansi pemerintah yang ada di indonesia termasuk Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Manado.

Strategi Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Manado yaitu “ Melaksanakan surveilans epidemiologi, kajian dan penapisan teknologi, laboratorium rujukan, kendali mutu dan kalibrasi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan model dan teknologi tepat guna, kewaspadaan dini dan penangulangan kejadian luar biasa (KLB) di bidang pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta kesehatan matra”. Untuk mewujudkan strategi tersebut dibutuhkan sebuah anggaran belanja. 

Anggaran belanja yang semula sebesar Rp.14.732.023.000 atau 100% menjadi 10.768.298.000 atau 73%, sehingga pemotongan anggaran sebesar Rp.3.963.725.000 atau 27% . Akibat dari pemotongan anggaran belanja dengan jumlah sangat besar sehingga ada strategi yang sebelumnya telah di programkan menjadi tidak berjalan dengan semestinya. Dimana pada tahun 2016 sebanyak 12 program kerja,  akibat dari pemotongan anggaran belanja tersebut sehingga ada satu program yang tidak berjalan dengan semestinya.

Salah satu komponen laporan realisasi anggaran yaitu belanja. Belanja memiliki sifat yang  relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya infisiensi dan kebocoran anggaran. Oleh karena itu perencanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap belanja sangatlah penting dilakukan. Setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran, sehingga analisis terhadap belanja ini pun harus dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi, koreksi, dan perbaikan ke depan. 
Untuk mengukur kinerja keuangan, apakah sudah baik atau tidak, dapat dilihat dari informasi pada laporan realisasi anggaran dengan menggunakan analisis anggaran khususnya analisis belanja dengan menggunakan rasio analisis varians belanja, rasio analisis pertumbuhan belanja, rasio analisis keserasian belanja yang terdiri dari rasio belanja operasi terhadap total belanja  serta rasio belanja modal terhadap total belanja, dan rasio efisiensi belanja.
Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana kinerja belanja pada laporan realisasi anggaran. Oleh karena itu penulis tertarik mengambil judul “Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Manado ”.
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kinerja belanja transaksi kas dalam Laporan Realisasi Anggaran 2014 – 2016 pada Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit? 
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja belanja dalam laporan realisasi anggaran belanja transaksi kas tahun 2012 -2016 khusus anggaran transaksi kas pada  balai teknik kesehatan lingkungan dan pengendalian penyakit. 
1.4 Kegunaan Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan untuk penulis maupun pihak – pihak lain diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi Instansi, dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran sebagai acuan dalam pengambilan keputusan.
2. Bagi Institusi, sebagai bahan referensi bagi Politeknik Negeri Manado khusunya jurusan Akuntansi.
3. Bagi Peneliti, penelitian ini bermanfaat dalam memperdalam pengetahuan peneliti terhadap akuntansi sektor publik.
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